
BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 31 Tahun  2018 Seri E Nomor 15

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 31 TAHUN  2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
DALAM RANGKA UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

DI KOTA BOGOR

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 15 Tahun  2018
Seri E
Tanggal 20 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Madya

NIP. 19600910 198003 1 003

asus
Rectangle

asus
Typewriter
SALINAN



1

Wali Kota Bogor
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 31 TAHUN  2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
DALAM RANGKA UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

DI KOTA BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung program
pemerintah yang menargetkan Indonesia
akan mencapai Universal Health Coverage (UHC)
atau cakupan kesehatan menyeluruh
bagi seluruh penduduk Indonesia
pada 1 Januari 2019 dan sebagai tindak lanjut
dari Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017
tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan Dalam Rangka
Universal Health Coverage di Kota Bogor;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013
tentang Tata Cara Hubungan Antar
Lembaga badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5473);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013
tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain
Penyelenggara Negara dan Setiap Orang,
Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima
Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan
Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5481);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 29) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 28
Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 62);

8. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017
tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN DALAM RANGKA UNIVERSAL
HEALTH COVERAGE DI KOTA BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal  1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bogor.
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2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
Jaminan Kesehatan.

6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan
kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang
yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar
oleh pemerintah.

7. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya
disingkat JKN adalah program jaminan kesehatan berupa
perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan di Kota Bogor.

8. Universal Health Coverage yang selanjutnya disingkat UHC
adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua
penduduk atau paling sedikit 95% (sembilan puluh lima
persen) dari seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta
Program JKN.

9. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya
disingkat PBI Jaminan Kesehatan adalah fakir miskin
dan orang tidak mampu sebagai peserta program Jaminan
Kesehatan.

10. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing
yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia
yang telah membayar iuran.


